
 

30 

 

BAB II  

PERIHAL  PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM PIDANA, 

VIKTIMOLOGI, TEORI VIKTIMINASI, DAN BANK 

A. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber 

dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum 

alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat 

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. 

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia 

yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus 

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan 

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 

kepentingan masyarakat. (Rahardjo, 2014) 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
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Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. (Putra, 

1993) 

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan 

elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya 

penegakan dan pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, 

maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum 

tertentu. (Asnawi, 2015) 

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, 

maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.  

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi 

yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang 

melekat pada hak menurut hukum, yaitu : (D. O. Susanto, 2016) 
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a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia 

juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang 

menjadi sasaran dari hak;  

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi 

pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat 

hubungan korelatif;  

c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain 

untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu 

perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi hak;  

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa 

disebut sebagai objek dari hak; dan 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu 

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada 

pemiliknya.  

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa sarana hukum yang 

digunakan dalam perlindungan hukum antara lain adalah perundang-

undangan serta asas-asas  hukum yang berhubungan dengan hukum 

perdata.  (Asnawi, 2015) 

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 
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klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. M. Isnaeni, berpendapat 

bahwa sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum 

internal. (Isnaeni, 2016) 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 

disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk 

menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan 

saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.  

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka 

kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 

proporsional. 
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2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin, menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (Muchsin, 2003)  

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

b. Perlindungan Hukum Represif 
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CST Kansil, menyatakan bahwa perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum. (Kansil, 1989)  

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Muntakir menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk 

mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, 

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang 
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dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum 

positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di 

masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 

damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di 

dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan 

(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, 

menyatakan bahwa : (P.M. Hadjon, 1987)  

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 

adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 

menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 
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hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, 

kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum 

yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan 

keadilan. 

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat 

substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun 

fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski dalam buku 

karya P.M. Hadjon yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berperan 

dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan 
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tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. (P.M. 

Hadjon, 1987) 

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa aturan hukum baik 

berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, 

berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal 

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan 

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya 

untuk kasus serupa yang telah diputuskan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008) 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 
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logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik 

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk 

kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa pperan 

pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian hukum sangat 

penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang 

tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-

undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa 

peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada 

sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan 

seperti sediakala. (Djubaedillah, 2013) 

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 

daya prediktibilitas. 
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B. Hukum Pidana 

1. Definisi Hukum Pidana 

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, 

mengatakan bahwa pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak 

diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana 

pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak 

melanggar hukum pidana.Pengertian pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. (Andrisman, 2007)  

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan istilah pidana dari kata 

hukuman (straf) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan 

konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena 

istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah 

tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam 

istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah 

pemidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian atau 

penjatuhan pidana oleh hakim. (M. dan B. N. Arief, 1998)  

Menurut Sudarto pengertian pidana, yaitu pidana adalah penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. (Soedarto, 1990) Menurut Roeslan Saleh 

(dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan pidana 

adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu. (M. dan B. N. Arief, 1998) 
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Van Hamel (dalam bukunya P.A.F. Lamintang mempertegas 

pengertian pidana sebagai berikut pidana adalah suatu penderitaan yang 

bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang 

untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab 

dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 

karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 

ditegakkan oleh Negara. (Lamintang, 1984)  

Berdasarkan definisi tersebut menurut Muladi dan Barda Nawawi 

Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-

ciri sebagi berikut : (M. dan B. N. Arief, 1998)  

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

b.  Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu. 

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah 

hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan 

istilah straft, yaitu istilah hukuman adalah istilah umum yang 

dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, 

administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan 

secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 

(Hamzah, 2017) 
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Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat 

siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana 

diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang 

ditentukan oleh undang- undang hukum pidana, dan siksaan atau 

penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang 

yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu 

harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang- 

undang. (Hamzah, 2008) 

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di 

bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. (Soedarto, 1990) W.L.G Lemaire memberikan 

pengertian mengenai hukum pidana, yaitu terdiri dari norma-norma yang 

berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk 

undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, 

yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga 

dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma 

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan 

untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang 

dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (Lamintang, 1984) 

M. Ali juga memberika pengertian mengenai hukum pidana, yakni 

dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan 
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hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang 

untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan 

tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati 

tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum 

pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat 

norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi 

atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. (Zaidan, 

2015) 

Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung 

dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada 

peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai 

asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan 

pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan 

kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. 

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa karakteristik hukum 

adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan 

dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka 

yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan 

hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi 

kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi 

dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat 

mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam 
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masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) 

terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya. (Efendi, 2010) 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa adanya aturan-aturan yang 

bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan 

menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian 

dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa 

tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar 

jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik 

atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan 

kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif). (Wirjono 

Prodjodikoro, 2008) 

2. Tujuan Hukum Pidana 

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang 

perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum 

pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu 

membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan 

demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : (Prasetyo, 

2011)  

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.  

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan 

memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana 
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dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran 

pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana 

tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam 

penjelasan umum. 

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang 

melanggar hukum pidana.  

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan 

konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya 

pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran 

hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. 

3. Fungsi Hukum Pidana 

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan 

oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai 

berikut : (Soedarto, 1990)  

a. Fungsi yang umum yaitu salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu 

fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, 

yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk 

menyelenggarakan tata dalam masyarakat; 

b. Fungsi yang khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum 

terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) 

dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika 

dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum 

lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang 
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menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris 

dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna 

bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-

kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, 

kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan 

perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan 

(benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu 

memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam 

hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi 

hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru 

diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. 

4. Sumber Hukum Pidana 

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan 

asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk 

menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. 

Sumber hukum pidana Indonesia sumber hukum pidana adalah sebagai 

berikut : (Soedarto, 1990)  

a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis 

Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama 

aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 

(W.v.S). 
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b. Hukum pidana adat mengatakan bahwa di daerah-daerah tertentu dan 

untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat 

menjadi sumber hukum pidana 

Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih 

dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini 

didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 

1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana 

adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya 

dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari 

bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama 

sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang 

tercantum dalam Pasal 1 KUHP; 

b. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) adalah penjelasan atas 

rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri 

Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu 

kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi 

UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih 

disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah 

sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda 

(W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah 

copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari 

W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh 
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penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang 

sekarang berlaku. 

5. Asas-Asas Hukum Pidana 

a. Asas Legalitas 

Ridwan RH, menyatakan bahwa  definisi legalitas menurut 

kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah; 

keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki 

makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan. (HR, 2010)v 

Sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang 

diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan 

atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-

undang (de heerschappij van de wet), istilah asas legalitas dalam 

hukum pidana (nullum delictum sine praveia lege poenali) yang 

artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang. 

Ridwan HR juga menyatakan bahwa (HR, 2010) asas legalitas 

erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. 

Gagasan demokrasi menuntut setiap tindakan bentuk undang-undang 

dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat 

dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. 

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kenegaraan harus didasari undang-undang dan 

memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. 
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Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas, yakni nullum delicta 

nulla poena sine praevia lege yang dahulu dicetuskan oleh sarjana 

hukum pidana Jerman bernama von Feurbach (1775 – 1833) yang 

termuat dalam bukunya Lehrbuch des peinlichen Recht. (Moeljatno, 

2009) 

Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 

ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti 

bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku 

pada waktu perbuatan itu dilakukan (lextemporis delictie). Namun, 

apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam 

perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan 

bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, 

sehingga dengan demikian lextemporis delictie tersebut dibatasi oleh 

Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut. 

Asas legalitas menurut Moeljatno tersebut mengandung tiga 

pengertian : (Moeljatno, 1993)  

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 

undangundang; 

2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi (kiyas); dan  

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 
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Ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, 

suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan 

pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut  

Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa dalam perkembangannya, 

asas legalitas dalam beberapa hal ditafsirkan secara lebih luas. Dalam 

lapangan hukum pidana, Teguh Prasetyo memberikan gambaran 

bahwa dalam pertumbuhan internasional menunjukkan bahwa the 

principal of legality (asas legalitas) dapat disisihkan oleh the principle 

of justice (asas keadilan), seperti dalam kasus kejahatan perang, 

korupsi, terorisme, narkotika yang merupakan hukum khusus. 

(Prasetyo, 2011) 

Makna asas legalitas yang dikemukan oleh Enschede ini sama 

dengan makna legalitas bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan 

dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku 

surut. 

b. Asas Nonretroaktif 

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa asas nonretroaktif 

memiliki makna bahwa tidak dapat berlaku surut. Asas ini sebenarnya 

sudah ditentukan untuk semua bidang hukum, yaitu pasal 2 dari 

Alegemene Bepalingen van Wetgeving (ketentuan ketentuan umum 

tentang perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah 

belanda dengan Publicate (pengumuman) tanggal 30 April 1847 

(Staatsblad 1847 No.23). Pasal 2 tertulis : De wet verbindt allen voor 
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het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht (undang-undang 

hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut). 

(Prodjodikoro, 2003) 

Asas ini diulangi dalam hukum pidana dan juga dimuat sebagai 

pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, yang artinya larangan 

berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi 

hukum pidana. Disamping pasal 1 ayat (1) KUHP memelopori 

ketentuan asal peralihan hukum yang penting juga dan yang termuat 

dalam ayat 2 Pasal 1 tersebut.  

Ayat tersebut tertulis  dalam buku Wirjono Prodjodikoro yang 

menyatakan bahwa : (Prodjodikoro, 2003) 

“Bij verabderubg ub de wergeving na het tijdstip waarop 

het feit begaan is, worden de voor den verdachtegunstigste 

bepalingen toegepast (apabila ada perubahan dalam 

perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana 

diperbuat, maka yang diperlakukan adalah ketentuan-

ketentuan dari hukum lama atau hukum baru yang lebih 

menguntungkan bagi si tersangka.” 

 

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan penyimpangan dari larangan 

berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa 

hukum yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka daripada 

hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana 

belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan yang bersifat 

final. 

c. Asas Transitoir 
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Dalam hukum pidana substansi Pasal 1 ayat (2) di atas lazim 

dikenal dengan asas transitoir, yaitu asas yang menentukan berlakunya 

suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan 

undang-undang. Dengan asas tersebut pada dasarnya juga 

membicarakan mengenai diperbolehkannya aturan hukum pidana hasil 

perubahan untuk diterapkan secara surut, dengan syarat bila hukum 

pidana hasil perubahan tersebut kalau diterapkan akan lebih 

menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum 

pidana sebelum perubahan. 

Andi Hamzah menjelaskan bahwa prinsip peraturan tidak berlaku 

surut dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi orang dari 

kesewenangwenangan penguasa. (Hamzah, 2008) 

Asas legalitas menyatakan bahwa peraturan tidak berlaku surut 

tersebut dibatasi dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang 

sama, yakni jangan sampai orang dikenakan hukuman berdasarkan 

peraturan baru yang lebih berat karena terjadinya perubahan peraturan 

tersebut. 

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa dalam menafsirkan istilah 

perundang-undangan yang berubah (sebagai hukum transitoir tersebut) 

menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut maka terdapat beberapa jenis 

ajaran atau pendapat para ahli hukum dan dalam praktik peradilannya. 

(Lamintang, 1997) 
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Adanya ajaran perubahan perundang-undangan dalam arti formil 

dan dalam arti materiil. Perubahan perundang-undangan dalam arti 

formil berarti bahwa yang berubah adalah undang-undang yang 

dibentuk oleh presiden bersama dengan dewan perwakilan rakyat. Van 

bemmelen berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan perubahan 

perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana tersebut harus 

diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil. 

Jika ketentuan perundang-undangan yang berubah merupakan 

ketentuan dalam KUHP, maka perubahan tersebut termasuk dalam 

perubahan perundang-undangan dalam arti formil, yakni perubahan 

KUHP sebagai undang-undang yang berlaku pada mulanya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana yang selanjutnya diberlakukan di seluruh Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang 

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia 

dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

C. Viktimologi 

1. Pengertian Viktimologi 

Siswanto Sunarso menyatakan bahwa viktimologi berasal dari 

bahasa Latin victima yang artinya korban dan logos yang artinya ilmu. 

Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari 

tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan 
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korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 

(Siswanto Sunarso, 2012) 

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi adalah suatu 

pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) 

sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan 

sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan 

logos yang berarti pengetahuan ilmiah/studi. (Arif Gosita, 1983)  

J.E Sahetapy menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau 

disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, 

sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu 

pengetahun yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban 

dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. (J.E. Sahetapy, 

1995)  

Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban 

(victim). Rena Yulia menyatakan bahwa pengertian viktimologi 

mengalami 3 (tiga) fase perkembangan, yakni : (Rena Yulia, 2010) 

a. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. 

Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology; 

b. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah 

korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini 

disebut sebagai general victimology; dan 

c. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi 

yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan 
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hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai new 

victimology. 

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom menyatakan melalui 

viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, 

seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat 

menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan 

kewajiban korban kejahatan. (D. M. A. M. dan E. Gultom, 2008)  

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan 

mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan 

mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka 

dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa 

setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan 

dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. 

2. Ruang Lingkup Viktimologi 

Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana 

seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang 

tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembanganya di 

tahun 1985, Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus 

mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan 

dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena 
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korban bencana alam diluar kemauan manusia (out of men’s will). 

(Abdullah, 2019)  

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, 

lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut : 

(Haluyo, 2017)  

a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat 

penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril; 

b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 

kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian 

berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta 

maupun bencana alam; 

c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 

didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia 

dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan 

kelestarianya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang 

telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang 

ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan 

manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab; dan 

d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang 

diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil 

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak 

budaya tidak lebih baik setiap tahun. 
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Viktimologi sebagai ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat di bawah 

kriminologi. Demikian objek atau ruang lingkup perhatian viktimologi 

menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut : (Arif Gosita, 1993)  

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas; 

b. Teori-teori etilogi viktimisasi kriminal; 

c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 

viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, 

pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, 

dan sebagainya; 

d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan 

penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, 

represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum 

yang berkaitan; dan 

e. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. 

Menurut J. E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 

fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 

Lebih lanjut J. E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 

yang meliputi : (J.E. Sahetapy, 1995)  

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 

kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan 

bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan 

lokal atau dalam skala internasional;  
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b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara 

pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu 

atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup; 

c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan 

istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya 

sendiri;  

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat 

bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain; dan 

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 

aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang 

menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk 

menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah 

diselesaikan aspek peradilannya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian ruang lingkup korban 

dapat dikatakan yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana dan 

korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, yakni 

individu maupun kelompok atau pun struktur sosial yang menderita 

kerugian secara fisik, mental, ekonomi maupun keluarga dekat atau orang-

orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita 

kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun dalam 

tulisan ini dimaksud korban adalah korban yang mengalami kerugian baik 

secara psikis ataupun ekonomi. 
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3. Manfaat Viktimologi 

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 

merupakan faktor yang penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu 

sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 

pengembanganya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis 

maupun teoritis, maka ilmu tersebut dapat dikatakan sia-sia. Hal yang 

sama tentunya dalam mempelajari ilmu tentang viktimologi yang 

diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Arif 

Gosita menyatakan manfaat viktimologi adalah : (Arif Gosita, 1993) 

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 

menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi 

mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari 

pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, etilogi kriminal 

dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, 

dan tindak lanjut dalam mengadapi dan menanggulangi permasalahan 

viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan; 

b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 

tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 

penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuanya, tidaklah untuk 

menyangjung-nyanjung (eulogize) pihak korban, tetapi hanya untuk 

memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran 

korban, serta hubunganya dengan pihak pelaku dan pihak lain. 

Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan 
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pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan 

keadilan dan meningkatkan kesejahtraan mereka yang terlihat secara 

langsung dan tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi; 

c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai 

hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang 

dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama 

dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban 

struktural atau nonstruktural. Tujuanya bukan untuk menakut-nakuti, 

tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. 

Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi 

pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaiamana menghadapi 

bahaya dan bagaimana menghindarinya. Pandangan-pandangan, 

pernyataan-pernyataan dalam viktimologi ssangatlah berharga dalam 

hal ini. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, 

mengusahakan hasil-hasil yang praktis (practical) yang berarti 

menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya; 

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak 

langsung, misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat 

penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada 

setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, 

politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan 

wewenangnya dalam suatu pemerintahan untuk keuntungan pribadi 

atau dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi; dan 
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e. Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang dapat memberikan suatu dasar 

pemikiran dalam upaya dalam menyelesaikan viktimisasi criminal. 

Teori-teori dalam ilmu viktimologi dapat digunakan terhadap 

keputusan-keputusan dalam pengadilan dalam suatu tindakan kriminal, 

reaksi peradilan terhadap pelaku kriminal, dan dapat mempelajari 

korban akibat dari suatu tindakan kriminal dalam proses peradilan 

kriminal guna memberikan hak dan kewajiban terhadap korban. 

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai 

sebaba dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha 

mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, 

delikuensi dan diviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara 

dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak 

asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga 

negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 

kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan. 

D. Teori Viktimisasi 

Koran itu memiliki jenis pemberitaan di mana ada yang mengandung 

unsur ekonomi, sosial, politik, hukum hingga ke masalah kejahatan. Dengan 

tingginya tingkat kejahatan, masyarakat semakin tertarik untuk mencari tahu 

informasi mengenai hal tersebut. pemberitaan kejahatan yang diberikan oleh 

koran ternyata bukan hanya semata-mata sebagai suatu bentuk informasi 

akurat bagi masyarakat justru dalam pemberitaan itu pihak surat kabar 

merugikan subjek pemberitaannya. (Diani, 2014) 
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Sudah semestinya koran bisa lebih concern terhadap subjek pemberitaan 

mereka, terutama hak-hak korban dari kejahatan yang perlu diperhatikan dan 

informasi kejahatan itu bukan semata-mata untuk meningkatkan rating 

pembaca karena pemberitaan yang terlalu didramatisir dari kenyataan di 

lapangan. Secara tidak sengaja media juga mencari hal apa yang sangat 

menarik untuk dibesar-besarkan sehingga menarik banyak pembaca, hal 

tersebut bisa dikatakan tergantung dari objek pemberitaan seperti kejahatan 

yang menimpa perempuan, anak dan kelompok masyarakat marjinal. 

Arief Gosita mengartikan viktimologi sebagai suatu studi atau 

pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan 

manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Akibat perumusan demikian, 

maka viktimisasi harus dimengerti, dipahami, dihayati dan ditangani : (Arief 

Gosita, 1993) 

1. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, menurut 

hakikatnya;  

2. Secara intersektoral, berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan 

dilibatkan dalam penanganannya; 

3. Secara interdisipliner, berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan harus 

dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan; dan 

4. Secara interdepartemental, semua departemen dibawah ketiga menko yang 

berkaitan harus dilibatkan. Terutama diusahakan dan dikembangkan 

unsur-unsur koperasi, koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan implikasi. 

Hal ini adalah penting dalam pencegahan viktimisasi skuktural. 
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Kesimpangsiuran peraturan tidak adanya kerjasama, pengawasan bersama 

dalam peraturan dapat merupakan faktor viktimogen yang struktural. 

Viktimisasi adalah suatu proses penimbulan korban yang dapat 

disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh 

kriminal kekerasan dan hal lainnya. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari 

viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses 

penimbulan korban. (Sopacua, 2015) 

Menurut J. E. Sahetapy, viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik 

secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 

Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu 

komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan 

saja perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau 

sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif 

dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas. 

(Sahetapy, 1982) 

Dalam istilah kriminologi, dikenal istilah secondary victimization 

(viktimisasi sekunder) atau multiple victimization (viktimisasi berlipat). Kedua 

istilah tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai penderitaan dan/atau 

kerugian yang dialami oleh korban setelah menjadi korban dari kejahatan 

primer. Penderitaan tersebut dapat berupa victim blaming (penyalahan 

korban), yang mana hal ini dapat berdampak pada psikologis dan memicu 

trauma yang lebih mendalam bagi korban. Orang-orang yang dapat melakukan 

viktimisasi lanjutan kepada korban biasanya merupakan anggota keluarga 
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sendiri, masyarakat sekitar, penyedia layanan sosial, hingga penegak hukum. 

(Fany Hakim, 2021) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secondary victimization atau 

viktimisasi sekunder adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung 

terjadi karena perlakuan dan penangan terhadap korban yang tidak sesuai oleh 

aparat hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, ataupun pelayanan untuk 

pendampingan hukum. 

E. Bank 

1. Pengertian Perbankan 

Bank merupakan bagian dari sitem keuangan dan sistem pembayaran 

suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah 

menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengertian 

tentang bank, dimana pengertian tersebut juga tercantum di dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank 

yang menyatakan bahwa : 

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

 

Dalam Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai : (Blacks, 

1990) 
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“an institusion, usually incopated, whose business to receive 

money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial 

paper, make loans, and issue promisoory notes payable to 

bearer known as bank notes”. 

 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia, pengertian bank dapat 

dirumuskan sebagai berikut usaha di bidang keuangan yang menarik dan 

mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di 

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Kleyn, 1978) 

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam 

kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank 

adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan 

dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. 

Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada 

bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau 

lembaga yang dalam pekerjaanya secara teratur menyediakan yang untuk 

pihak ketiga. (Hermansyah, 2005) 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa 

keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis merupakan subjek 

hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. 

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, yang menentukan bahwa segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
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Perbankan menurut Abdulrahman, sebagai berikut perbankan 

(banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam 

menjual/membelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang 

dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan 

penyimpanannya atau untuk mendapat bunga, dan atau pembuatan, 

pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang 

tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk 

disimpan. (Hermansyah, 2005) 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan 

merupakan serangkaian peraturan mengenai proses kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh bank, yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. 

2. Jenis-Jenis Bank 

Dilihat dari jenis usahanya, Bank dibedakan menjadi : 

a. Bank Umum 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Bank 

Umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank 
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Perkreditan Rakyat ialah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dilihat dari jenis kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank Milik Pemerintah, maksudnya adalah modal dari bank yang 

bersangkutan berasal dari pemerintah. 

b. Bank Milik Swasta 

1) Swasta Nasional, mempunyai arti bahwa modal bank yang 

bersangkuutan dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia; 

2) Swasta Asing, mempunyai arti bahwa modal bank tersebut dimiliki 

oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Dalam hal 

ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari 

negara asal bank yang bersangkutan; 

3) Bank Campuran, merupakan bank umum yang didirikan bersama 

oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia 

dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum 

Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, 

dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 

Dilihat dari jenis segi kepemilikannya, bank dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

a. Bank Devisa 
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Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia 

untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. 

b. Bank Non Devisa  

Bank yang tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi 

valuta asing. 

3. Fungsi Bank 

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang 

cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum 

merupakan instisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan 

lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga 

keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, 

swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya, melalui kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian. 

Kehadiran bank berdampak semakin penting di tengah masyarakat. 

Hal tersebut semakin terlihat apabila memperhatikan fenomena transaksi 

bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dikalangan pebisnis 

dalam dekade terakhir ini. Sistem pembayaran yang dilakukan mengarah 

kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakaan instrumen surat 

berharga. Oleh sebab itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola 

dana-dana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola 

masalah ini. 
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Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini, 

tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dan 

memerlukan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan 

dan memerlukan dana (lacks of funds). 

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak 

semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal 

yang non ekoomis seperti menyangkut stabilitas politik dan stabilitas 

sosial. Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan banyak rakyat. 


